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LANDASAN TEORJX

2.1 Tinjauan Umum Pajak Penghasilan
2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sarana bagi pemerintzh untuk mendapatkan penerimaan dari
masyarakat guna membiayai pengeluaran ruda serta pembangunan perekonomian
masyarakat.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr.P.J A Andriani yang telah diterjemahkan
ofeh R. Santoso Brotodiharjo dalam bubv * Pengantar Dmu Hukum Pajak “
(1991:2 ) “ Pajak adalah iuran kepada negasa ( vang dapat dipaksakan ) tidak
mendapat prestasi- kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran- pengelvaran wmwm berhubungan  dengan

tugas negara untuk menvelenggarakan pemeriniahan™.'

Adapun jenis- jenis pajak yang berlaku di fuconesia antara lain :
a. Pajak Penghasilan yang diatur calarn UU No. 10 Thn. 1994 menjadi

Ud No. 17 Thrn 2000, Antara lain -

' Waluyo, Wirawan.B. [layas ., Perpajakan Indonesia, Cet-2{ Jakarts : Salemba Empat, 2000),Him.2
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a.1 Pajak Penghasilan Pasal 21, Yang dipungut sehubungan dengan Pekerjaan,
Jasg, dan Kegiatan Pribadi;

a.2 Pajak Penghasilan Pasal 22, Yang dipungut sehubungan dengan Impor dan
Pembayaran Kegiaian;

a3  Pajak Penghasilan Pasal 23, Yang dipunguet sehubungan dengan
Penghasilan Modal, Jasa atau Kegratan:

a4 Pajak Penghasilan Pasal 24.Yang dipungut sehubungan dengan Kredit
Pajak;

a.5  Pajak Penghasilan Pasal 25, Yorg dipungut sehubungan dengan
Pembayaran angsuran pajak tahun berjalan;

a.6 Pajak Penghasilan Pasal 26 , Yang dipangui sshubungan dengan PPh atas
Penghastlan WPLMN;

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Perjualan atas Sarang Mewah diatar dalam

UU No. 11 Tahun 1994 menjadi UL Neo. 18 Tahun 2000.

Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam UL Neo. 12 Tahun 1994

. Bea materai diatur dalam Ul No. 13 Tabae 1985,

Bea Perolehan Hak atas Tansh dan Bangunan diatur delem UU No. 20 Tahun
1997 menrjadi UU No. 20 Tahun 2000.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur dalam UU No. 19 Tahun 2000,
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2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 tahun 2000
dan disempumakan oleh Peraturan Menteri Keuangan Momor 364/KMEL03/2004
tentang penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajek yang berlaku sejak 29
November 2004 merupakan pajak langsung yvang dipungus oleﬁpemerinmh pusat
dan merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, beban pajak ini menjadi
tanggungan Wajib Pajak yang bersangkuiza dan sebagai pajak negara akan
dipungut untuk Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak yang
pelaksanaannnya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP ).

Dalam pengertian pajak penghasilan mempunyval 2 unsur yaitu pajak dan
penghasilan. Menurut Prof. Dr.Rochmat Seemitro, SHL, dalam bukunya * Dasar-
dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan™ (1990:5) pajak diarikan sebagai suatu
* iuran rakyat kepada kas negara berdessrkan undang- undang dengan tidak
mendapat jasa timbal ( kontraprestasi), yang langsung dapai ditunjuk dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umr.™

Sedangkan penghasilan Memurut pasa. 4 ayat | Undang- Undang Pajak
Penghasilan Nomor 17 Thn 2000 dapat diartiken sebagai :

“Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luer Indonesia, vang dapat dipakai

untuk konsumsi atau menambah keksysan Wajib Paak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentek ﬂpapux1_“’3

* Waluyo, Wirawan.B.llyas ,Perpajakan Indonesia,Cet-2 ( iakerta : Selemba Empat, 2000 ), Him. 2
YUU PPh No. 17 Tahun 2000, Pasal 4 Ayat |



Pajak Penghasilan merupakan Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas
penghasilan yapg diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau dapat pula
dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tabun pajak, apabila kewajiban
pajak subjektifnya dimulai atau berakhir daiam tabum pajak.

Dalam Pemnyataan Standar Akuntans: Keuvangan dikatakan bahwa Pajak
Penghasilan ialah pajak vang dihitung berdesarkan peraturan perpajakan dan
dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak” vang ditujukan kepada masyarakat yang
berpenghasilan atau atas penghasilan yvang diterima stau diperolehnya dalan Tahun
Pajak untuk kepentingan negara dan masyzrakat dalam hidup berbangsa dan

bernegara sebagai kewajiban yang harus dilaksamakan.

2.1.3 Subjek Pajak Penghasilan
“ Subjek Pajak diartikan sebagai orang yeng ditmju oleh Undang ~ Undang
untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak
berkenaan dengan penghasilan yang diterima stau diperolehnya dalam tahun pajak

(Waluyo, Wirawan B.Ilvas..2004)

! Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK Mo.46 Akuntansi Pajak Penghasilen ( Jakarta : Salemba Enwpat,
Oktober 2004 ), Para 07, Him 46.2
3 Walwyo, Wirawan B.Ilyas: op.cif, Him.42



Yang menjadi Subjek Pajak Sadalah :
1. a. Orang pribadi;
b. Warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan menggantikan yang
berhak;
2. Badan, dan
3. Bentuk usaha tetap;
Subjek Pajak itu sendiri terdirt dari Subjek Faiek dalam negeri, Subjek Pajak loar

negeri dan vang terakhir ini Bukan Subjek Ps ek menurut Undang- Undang.

2.1.3.1 Subjek Pajak Dalam Negeri
Subjek Pajak dalarn negeri adalah Wajin Fajak secara geografis bertempat

tinggal di Indonesia atau sccara hukum  yang merupakan warga negara Indonesia
walaupun berada diluar negeri yang meneriraa penghasilan baik didalam maupun
dituar Indonesia yang besarnya melebihi PTX? (Penghasilan Tidak Kena Pajak ).
Jadi, bagi orang pribadi yang menerima penghasilan dibawah PTKP tidak perlu
mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.
Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam Negeri ‘adatah -

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi vang berada

di Indonesia lebih dari 183 hari dalam janghks wakiu 12 bulan, atau orang pribadi

* UU PPh No.17 Tahkun 2000, Pasal 2 Ayat 1
"UU PPh No.17 Tahun 2000, Pasal 2 Ayat 3
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yang dalam suatu tahun pajak berada di ‘ndonesia dan mempunyai niai untuk
bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau beriempat kedudukan di Indonesia.

3. Warisan yang belum terbagi ( sebagai sat: kesatuan ), menggantikan yang berhak

2.1.3.2 Subjek Pajak Luar Negeri
Subjek Pajak Luar negeri adalah Wajib Pajak vang secara geografis menerima
penghasilan dari sumber penghasilan di Indoresia atau memperoleh penghasilan
melalui bentuk usaha tetap di Indenesia.
Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Luar Negari® adalah

1. Orang pribadi yang tidak beriempat tinggal ¢i Indonesia atau berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 hari dalam jangka wekin 12 bulan serta badan yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukar di Indonesia vang menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaba tetap di Indonesia.

2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal ¢i Indonesia atau berada di Indonesia
ticlak lebih dari 183 hari dalam jangka ~welkm 12 bulan serta badan yang tidak
didirikan dar tidak bertempat kedudukan di indonesia yang dapat menerima atan
memperoleh pengasilan dari Indonesia bukan dard menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui bertuk usaba tetap di indonesia.

*UU PPh No.17 Tahun 2000, Pasal 2 Ayat 4
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2.1.3.3 Bukan Subjek Pajak Penghasilan
Dikarenakan oleh Undang- Undang, dan organisasi Iniernasional tidak
digolongkan sebagai Subjek Pajak yang harus membayar pajak penghasifan kepada
Negara kecuali jika mendirikan bentuk ussha tetap di Indonesia maka atas
penghasilannya itu dikenakan pajak.
Yang tidak termaksud Subjek Pajak’ adalah :

1. Badan perwakilan negara asing;

2. Pgjabat- peiabat perwakilan diplomatil, koussulat atau pejabat- pejabat lain dari
negara asing, dan orang - orang yang dip-rountukan kepads mereka yang bekerja
pada dan berzempat tinggal bersama- sama rereka dengan svarat:

b. Bukan warga negara Indonesia

¢. Mereka tidak menerima atau memperoleh perghasilan lain di foar jabatan
atau pekerjaannya tersebut di Indonesia. dan

d. Negara vang bersangkutan memberikaa perlakuan timbal balik

3. Organisasi — organisasi internasional yang diferapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan, dengan svarat :
a. Indonesia menjadi anggota organisast lersebut
9. Tidak menjalankan usaha atau kegiazen lsin utuk memperoleh penghasilan
dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemeriniah  yang

dananya berasal dari furan para angzgose.

"UU PPk No. 17 Tahun 2000, Pasal 3
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4. Pejabat- pejabat perwakilan orgamisasi internasional yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuvangan, dengan syerat :
a. Bukan warga negara Indonesia
b. Tidak menjalankan usaha atau kepiatan atau pekerjaan lain untuk

memperoleh penghasilan dari luar negert

2.1.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak penghasilan adalah semua penghasilan yang berasal dari Indonesia
atavpun dari luar Indonesia yang bersifat final maspun tidak final vang sesuai
dengan Undang- Undang pajak vang berkaku d: Indonesia sebagal sasaran
pengenaan pajak dan menjadi dasar untuk menghitung pajak terutang. Jadi, secara
singkat Objek Pajak diartikan sebagai penghasilan dengzan nama dan dalam bentuk
apapun yang menurut Undang- Undang dapet menambah kemampuan ekonomis
yang akan diterima/ diperoleh Wajib Pajek Dalam Negeri baik berasal dari
Indonesia maupun diluar Indonesia atau baci Wajib Pajak Luar Negeri atas
penghasilannya dari Indonesia, yang akan dpakat untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. '

Penghasilan  dapat dikelomepokkan darr  sumber mengalimmya tambahan

kemampuan ekonomis kepada Subjek Pajak. reenjadi'’

' UU PPh No. 17 Tahun 2000 Pasal 4 Avyat 1
" Waluyo, Wirawan B. Ilyas : op.cir., Him 51
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a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kegja dan pekerjaan bebas seperti
gaji, honorarium, penghasilan dari prakiek dokter, notaris, aktuaris, akuntan,
pengacara, dan sebagainya.

b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.

c. Penghasilan dari modal, yang berupa haria gorak ataupun tak gerak seperti bunga,
deviden, rovalty,sewa, keuntungan penjualan harta alau hak yang tidak
dipergunakan untuk usaha.

d. Penghasilan lain- lain, seperti pembebasan hutang, hadiah, dan lain sebagainya.

2.1.4.1 Objek Pajak Final
Objek Pajak yang bersifat {inal ialah penghasilan dari objek pajak yang tetap
dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberizahuan (SPT ) hanya saja jumlahnya
tidak dijumlahkan dengan penghasilan lawnmg dan tidak diperhitungkan sebagai
kredit pajak yang pengenaan pajakaya diatur dengan peraturan pemerintah.
Disebutkan bahwa:
“Atas penghasilan berupa bunga deposito, tsbungan, penghasilan dari transaksi
saham, dan sekuritas lainnya dibursa efek, penghasilan dari pengalihan harta
berupa tanah dan atau bangunan seria pensghasilen tertentu lzinnya, pengenaan
pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintuh.”'
Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara Final™ terdiri dar

1. Transaksi penjualan efek dibursa efek, penjulan sahamn pendiri;

2. Hadiah undian;

2 JU PPh No. 17 Tahun 2000, Pasal 4 Ayat 2
¥ Early Suandy .,Perencanaan Pajak, Edisi 3 ( Jakarta: Salemba Empat, 2006 ), Hm. 132
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3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat BI;

4. Penghasilan hak atas tanab dan bangunan oleh Wajib Pajak real estate;

5. Penghasilan dan sewa atas {anah / bangunar, orang pribady;

6. Penghasilan pelayaran dalam negeri;

7. Pelayaran/ penerbangan luar negeri;

8. Penghasilan jasa konstruksi untuk pelskssnaan serta untuk perencanaan dan
pengawasal;

Penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pgjal den penghasilan yang pajaknya

bersifat Final tidak periu lagi dilaporkan dalam SPT PPh Badan.

2.1.4.2 Objek Pajak Tidak Kinal
Objek Pajak vyang tidak final ialah penghesilan dari objek pzjak yang dihitung
dan dilaporkan dalam Surat Pernberitahusn (SPT ) serta diperhitungkan sebagai
kradit pajak.

. ¥ antara lpin

Objek pajak vang berstfat tidak final
1. Penggantian atau imbalan berkenanaan dengan pekerjaan otau jasa vang diperoleh,
termaksuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafitikasi, vang
pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecoali ditentukan lain dalam

{Undang- Undang ini;

2. Hadiah dart undian atau pekerjaan atau kegiston, dan penghargaas;

L8 ]

. Laba usaha;

" UY PPh No.17 Tahua 2090, Pasal 4 Ayat 1
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4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang ielah dibebankan sebagai biaya;
5. Bunga, termasuk premium, diskonio, dar imbalan karens jaminan pengerabalian
utang;
6. Keuntungan karena penjualan atau karena pecgalilan harta, termasuk;
a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham aau penyertaan modal;
b. keuntungan yang diperoleh perseroan. persekutuan, dan badan lainnya karena
pengalihan harta kepada para pemegang saham;

keuntungan karena pengalihan harts berupa hibsh, bantuan, sumbangan,

&

kecuali yang diberikan kepada keluarge sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial
atau pengusaha kecil, termasuk koperast yng ditetapkan Menteri Keuangan,
sepanjang tidak ada hubungan dengan asaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
pengusaan antara pihak- pihak vang bersangkutan.

7. Deviden, dengan nama dan dalam bentvk apapun, termasuk deviden dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;

8. Royalty;

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;



1. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu
vang ditetapkan dengan peraturan pemerinish.

12. Selisih karena penilaian kembali akiiva;

13, Keuntungan karena selisib kurs mata uang asing;

14. Premi asuransi;

15, luran yang diterima atau diperoleh perkurpulan dan anggotanya yang terdin atas
Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pakerjaan bebas;

16. Tambahan kekayaan netto yang berasal «agi penghasilan yang belum dikenakan

pajak;

2.1.4.3 Bukan Objek Pajak
“(ang bukan Objek Pajak adalah suatu bentuk penghasilan atau penerimaan yvang
diperoleh unfuk tujuan sosial selama tdek ada hubungan usaha termasuk gaji
pegawal negeri sipil golongan rendah dan ABEI aiou penerimaan dalam bentuk
natuera lain seperti natura dan kenikmatan vang telah disabkan oleh Menteri
Keuangan atau ditetapkan Undang- Undang.
Yang tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan “adalah :
1. Bantuan dan sumbangan
2. Harta hibah vang diterima oleh keluarga sedorah dalam garis kefurunan lurus satn
derajat, dan Badan keagamaan atau sosial, pengussha keeil termasuk koperasi

yang ditetapkan Menteri Keuangan.

' UU PPh No. 17 Tahun 2000, Pasal 4 Ayat 3
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Warisan

Penggantian atau imbalan sehubungan pekeriazn atau jasa vang diterima atau
diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmzten.

Pembayaran klaim dari perusahaan asuransi.

Harta termasuk setoran tunal yang diterita oleh bedan sebagai pengganti saham
atau penyeria modal.

Deviden atau bagian laba yang diterima P71, Koperasi, Yayasan, BUMN serta
BUMD, dari modal pada badan yang didirikan di Indonesia.

luran yang diterima dari dana pensiun vang pendirinva teleh disahkan oleh
Menteri Kevangan dan penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang
tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuargan.

Bagian laba vang diterime anggota dari badan usaha vang modalnya tidak terbagi
atas saham.

Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana.

Penghasilan berupa honorarium, dan imbelan lain yang dibebankan kepada
Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, vang sifatnys tidak tetap dan tidak
terkait dengan gaji yang diterima Pegawai “egeri Sipil golongan II /d kebawah,
dan anggota ABRI berpangkat pembantu Letnan Satu kebawah iidak dipotong

PPh Pasal 21 ( PP Mo. 45 Tahun 1994),
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2.1.5 Dasar Pengenaan Pajak
Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan
Bentuk Usaha Tetap ialah Penghasilan Kena Pajak (PTKP ). Dan bagi Wajib Pajak
Luar Negeri dasar pengenaan pajaknya adaleh penghasilan bruto vang diterimanya.
Szdangkan menurut PSAK No.46 tenteng Akuntansi Pajak Penghasilan PTKP
ialah:
“ Penghasilan kena pajak atau laba fiskal (racable profif) atan rugi pajak ( fax
foss) adalah laba atau rugi selama sav pericde akuntansi yang dihitung
berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar pengenaan pajak . '
Dasar Pengenaan pajak menurni Objelk Pajak adeleh Barang Kena Pajak
( BIKP) atau Jasa Kena Pajak ( JKP jyaiiu berang atau jasa yang menurut Undang-
Undang Perpajakan merupakan barang atau jasz vang hasus dikenakan pajak.
Dasar Pengenaan Pajak bagi Barang atau Jasa Kena Pgjak adalah :

1. Harga jual

[
H

Nilai penggantian

)
.

Milai impor

. Nilai Ekspor

L
.

Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak:
- pemakaian sendiri BKP/ JKP

- penverahan media rekaman suara’ sambar/filimceria
y 2

® Ikatan Akuntansi Indonesia; Pernyatazn Standar Akurgansi Keuangan Mo, 46, Para.07, Him.46.2
" Early Suandy: op cit., Him.136
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6. Altiva yang menurut tujuan semula tidak viowk dijual
7. Penyerahan jasa anjak piutang
8. Pedagang eceran

9. Iasa persewazn ruangan

2.1.6 Tarif Pajak Penghasilan
Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak ¥sehagai berikui:

a. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Beniuk Usaha Tetap adalah sebagaiberikut:

Tabel 1.7
Lapisan Penghasiian Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai Rp. 50.000.00C,00 10 %
Diatas Rp. 56.000.000,00 s/d Ro. 100.(}06.(}.{‘}{}?@@ 15 %
Diatas Rp. 160.000.000,00 30 %

Dalam penerapan tarif Pajak Penghasilar, jumiazh Penghasilan Kena Pajak

dibulatkan kebawah dalam jumlah ribvan penai.

b. Wajib Pajak Orang Pribadi
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pengenaan tarif pajak Penghasilannya

Yadalah sebagai berikut :

¥ UU PPh No. 17 Tahun 2000, Pasal 17 Ayat |
U PPh : ibid, Pasal 17 Ayat
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Tabel [L.2
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai Rp.25.000.000,00 5 %
Diatas Rp. 25.000.00¢,00 s/d Rp.50.000.000,06 10 %
- Diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp.100.000.000,0¢ 15 %
Diatas Rp.100.000.00,00 s/d Rp. 200.000.000,0C 25%
Diatas Rp. 206.000.000,00 35 %

2.1.7 Pengakuan Penghasilan Menurut Undang- Undang Perpajakan
Menurut pasal 4 ayat | Undang- Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000,
yang dimaksud dengan penghasilan ialah :
“ Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib
pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari fuar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi aiau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkuian dengan nama dan dalam bentuk &pﬁpun”."g
Dari definisi diatas dapat terlihat lebib kepada penerimaan atau realisasi
penghasilan kapan penghasifan tersebut didapat siau diperoleh. Pada pendekatan

akrual penghasilan diakui pada saat diperolehusa penghasilan sedangkan pendekatan

kas penghasilan dapat diakui pada saat kita mermperoleh kas yang kita terima.”’

®yUU PPh : ibid., Pasal 4 Ayat 1
2! Gunadi: Akuntansi Pajak , Hlm. 136-137.



Untuk menentukan kapan penghasilan diterima atau  diperoleh, Undang-
Undang Perpajakan menujuk kepada metode pembukuan yang berdasarkan akrual
dan kas basis.

Pengertian metode kas adalah metode pengakuan pendapatan dan biaya yang
didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayarkan secara tunai.
Dalam metode ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan bila benar- benar
telah diterima tunai dalam suaiu peride tertentu. **

Pengertian metode akrual adalah metode pengskuan  pendapatan dan biaya

dimana penghasilan ditetapkan pada saat terjadinva ansakst. r

2.1.8 Pengakuan Biaya Menurut Undang- Undang Perpajakan

Pada SAK (2004:19 ) Kerangka Dassr Penyosunan dan Penyajian Laporan
Keuangan, paragraf 78 disebutkan bahwa -

“..baik kerugian maupun beban yang timbul calam pelaksanaan akiivitas
perusahaan yang biasa. Beban vyang tiwhbul dalam pelaksanaan aktivitas
perusahann yang biasa meliputi, misanva, beban pokok penjualan, gaji dan
penyusutas. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya
aktiva seperti kas ( dan setara kas ), persediaan dan aktiva tetap S

Biaya menurut pajak adalah pengelvaran yvang oleh Undang- Undang

perpajakan diakui scbagal biaya dengan adanya arus kas yang keluar dan dapat

mengurangl penghasilan dari aktivitas ekonomi suatu entitas.

2 Tulis S.Meliala.,Perpajakan dan Akuniansi Pajak, Bdisi &( Jakarta - Semesta Media,2007), Him. 52.
3 Tulis & Meliala : ibid,, Hbn. 52,
™ Tkatan Akuntan Indonesia: op cit . Para.78, Him.19,
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Pada Standar Akuntansi Keuangan, pengsiuan biaya berdasarkan hubungan
Jangsung antara biaya yang timbul dengan pos penghasilan terteniu yang diperoleh.
Proses ini disebut pengaitan biaya dan pendepatan (matching of cost with revenue ).
Sedangkan dalam perpajakan pengakuan biay: dapar diskui apabila mengurang
penghasilan vang diperoleh. Pengakuan biaya menurut kriieria Undang- Undang
Perpajakan dapat diakui / dikurangi ( deduciible) dan tidak dapat diakui/ dikorangi
( non —deductible ).

Biaya- biaya vang dapa: diakui/ dikuranghan ¢ deductible ) dari penghasilan
bruto™ adalah sebagai berilui:

Biaya untuk mendapatkan, menagih. dar memelibara penghasilan, termasuk

biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dalam pekerjaan aizu jasa, termasuk

upah, gaji, honorarium, bonus, grafitikasi, dan wnjangan yang diberikan dalam
bentuk vang, bunga, sewa, rovalty, biaya nerjalanar, bizya pengolahan limbah,
premi asuransi, biaya administrasi, dan pajai, kecuali pajak penghasilan;

). luran kepada dana pensiun yang perndirinya telah cisahkan oleh Menteri

Keuangan,

i.  Kerugian karena penjualan atau pengalihan haria vang dimiliki dan digunakan
dalam perusahaan atau yang dimiliki vnwk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan;

L. Biaya penslitian dan pengembangan perusakaan yang dilakukan di Indonesia;

Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;

5 UU FPh No. 17 Tahun 2000, Pasal 6 Ayat 1-3
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Piutang yang nyata- nyta tidak ditagih, dengan syarat:

- telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil

- telah diserahkan perkaranya ke pengedilan negeri atau badan urusan piutang

dan lelang Negar { BUPLIN )

- telah dipublikasikan dalam penerbitan wmum dan khusus

Biaya yang tidak diakui/ dikurangkan ( ron- deductible } dengan penghasilan®®
ntara lain sebagai berikut :

Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan uituk kepentingan pribadi pemegang

saham, sekutn, atau anggota;

Biaya pembagian laba dengan nama dap dalam beniuk apapun seperti deviden,

termasuk  deviden vang belum dibayarkas pleh perusabaan asuransi kepada

pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi:

.. Premi asuransi keschatan, asuransi kecelaksan, asuransi jiwa, asuransi dwi
cuna, dan asuansi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi,
kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebaagi
penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkuian;

L. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kerikmatan, kecuali penyediaan makanan
dan minuman bagi seluruh pegawai scria imbalan dalam bentuk natura dan
kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan

vang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;

¢ UU PPh No. 17 Tahun 2000, Pasal 9 Ayat | dan 2



Pajak Penghasilan ;
. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan uniuk kepentingan pribadi Wajib Pajak
atau orang vang menjadi tanggungannya;
Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekuivan, firma. atau perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
.. Biaya- biaya ( pengelusran) untuk mendapatkan, menagih, dan mermelihara

penghasilan yang dikenakan PPh bersifat firal dan Bukan Objek PPh;

.2 Pajak Penghasilan Pasal 21
t2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21
Ketentuan Pasal 21 Undang- Undang Pajak Penghasilan mengatur mengenai
pemotongan pajak atas penghasilan yang diiesima oleh Wajib Pajak sehubungan
dengan pekerjaan yang dilakukannya.
Pajak Penghasilan Pasal 21 mengandung pengsrtian sebagai pajak  atas
penghasilan yang berapa gaji, upah, honorarium, tunjengan, dan pembayaran lain
dengan nama apapun yanmg diterima atav dipercleh Wajib Pajak orang pribadi

dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jebatan, jasa, dan kegiatan.”

2.2.2 Subjek Pajak PPh Pasal 21
Menurut Pasal 1 Undang — Undang Nomor 16 tahun 2000, Wajib Pajak adalah

orang pribadi atau badan yang menurut ketertuan peramran perpajakan ditentukan

? Mardiasmo: op cit., Hlm .137.
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untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk permungut pajek atau pemotong
pajak tertentu.
Yung menjadi Subjek PPh pasal 2178 antare lain :

1. Pejabat negara.

2. Pegawai Negeri Sipil.
3. Pegawai, adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan

perjanjian atau kesepakatan kerja baik secars tertwlis maupun tidak tertulis,
termasuk vang melakukan pekerjaan delars jabatan negeri atauw BUMN atau
BUMD.

4. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri.adalah orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka wakiu 12 bulan
yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan imbalan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa , dan kegiatan.

5. Pegawai Lepas, adalah orang pribadi yans bekerja pada pemberi kerja yang
hanya menerima imbalan apabila orang pribadi vang bersangkutan bekerja.

6. Penerima pensiun, adalah orang pribadi atas: ahli warisnya yang menerima atau
memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukennya di masa lalu, termasuk
orang pribadi atau ahli waris yang menenma Tabungan Hari Tua.

7. Penerima Honorarium, adalah orang pribaci vang menerima atau memperoleh

imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

# Mardiasmo: op cit., Him. 137.
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8. Penerima Upah, adalah orang pribadi 3ang menerima upah harian, upah

mingguan, upah borongan, atau upah satuan,

2.2.3 Bukan Termasuk Subjek PPh Pasal 21
Yang tidak termasuk sebagai penerima penghesilan dari objek pajak yang
dipotong PPh pasal 21" antara lain :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing,
dan orang- orang yang diperbantukan keneda mereka yang bekerja pada dan
bertempat tinggal bersama mereka dengar. syarat;

a. Bukan WNI
b. Di Indonesia tidak menerima atau mempercleh penghasilan di luar jabatan di
Indonesia

¢. Negara yang bersangkutan memberikan perlekuan timbal balik.

E\J

Pejabat perwakilan Organisasi Internasioral sepanjang:

a. Bukan Warga Negara Indonesia

b. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk
memperoleh peaghasilan di Indomesia { sesuai Kep. Menteri Keuangan

No. 314/KMEK.04/199% ).

® Mardizsmo : op ¢it. ,HIm 139,



2.2.4 Pemotonz PPh Pasal 21
Yang termasuk pemotong PPh pasal 21%", qarara lain -

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi atau badan, baik induk maupun cabang.

N

Bendaharawan pemerintali.

Dana pensiun, Badan Penyelenggara Jamsoswek, seria badan- badan lain yang

a2

membayar uang pensiun, Tabunagn Hari 'ua aiau Tunjangan Hart Tua (THT).
4. Yayasan, lembaga, perhimpunan, organisasi dalam segala bidang kegiatan.
5. BUMN / BUMD, Perusahaan/ badan pemberi imbalan kepada Wajib Pajak Luar

Negeri.

2.2.5 Objek Pajak PPh Pasal 21
Penghasilan yang termasuk dalam Objek PPh Pasal 21*!, adalah

1. Penghasilan vang diterima atau diperoleh secura ieratur berupa :

a. Gaji, upah, honorarium

b. Uang pensiun bulanan

b. Premi asuransi bulanan yang dibayarkan oleh pemberi kerja

¢. Tunjangan- Tunjangan

d. Beasiswa, hadiah

Uang lembur, vang sokongan, uang tungga

o

{. Penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun

0 Tulis § Meliala : op eit., Him. 144,
*! Mardiasmo : op cit., Hlm .139.
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2. Penghasilan Tidak Teratur, yang terdiri dari :

Bonus, grafitikasi, tantiem

Jasa produksi

Tunjangan hari raya, Tunjangan Cuii
Premi tahunan

Penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tdak teratn

3. Penerima Upah, terdiri dari :

a

b.

<

d.

Upah harian
Upah mingguan
Upah satuan

Upah borongan

4. Penghasilan yang bersifat Final. yang terdiri c¢ori :

.

[

Tenaga ahli seperti pengacara, akuntar, arsitel, dekier, konsultan
Pemain musik, pembawa acara (MC), penyanyi, bintang film, dll
Olahragawan

Penasehat, pengajar, pelatih, penceramai. moederaior dll
Pengarang, peneliti, penterjemah

Pemberi jasa dibidang tekhmik, komputer, konmumikasi,dll

Agen iklan

Peserta perlombaan

Peserta pendidikan, pelatihan, pemagangan



j. Distributor perusahaan MLM atau diroct selling

5. Penerimaan dalam benfuk natura dan kenikmatan dengan nama apapun yang

6.

7.

diberikan oleh Bukan Wajib Pajak.

Uang pensiun dan tunjangan lain- lain yang bersifat terkail dengan nang pensiun
vang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda.

Gaji, gaji kehormatan, tunmjangan- tunjengan bain yang terkait dengan gajt yang

diterima oleh Pejabat Negara dan PINS.

2.2.6 Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21

2

(S

Tidak termasuk dalam penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 2 antara lain :
Pembayaran asuransi dari perusahaan asursnsi keschatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asurans: dwiguna, dan asuransi bea siswa,

Penerimaan dalam bentuk natura dan kenilumatap kecuali yang diberikan oleh
bukan Wajib Pajak.

Juran Pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun vang pendiriannya telah
disahkan Menteri Keuangan dan penyeienggaraan Taspen serta THT kepada
badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
Penerimaan dalam bentuk natura dan kerikrpatan lainnya dengan nama apa pun
vang di berikan Pemeriniah.

Kenikmatan berupa pajak yvang ditanggung olch pernberi keria.

* Mardiasmo : op cit., Hlm. 141,
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6. Pembayaran THT- Taspen, dan THT ~ Asabri dari PT Taspen dan PT Asabri
kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.
7. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat

yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintain.

2.2.7 Tarif PPh Pasal 21 yang bersifat Final
Besarnya tarif PPh Pasal 21 vang bersifz {inal dan tidak di masukkan dalam
perhitungan SPT* adalah sebagal berikut:

1. Uang pesangon, uang tebusan pensiun yany dibawar oleh dama pensiun yang
pendirinya telah disahkan Menteri Keuvangan, Tunjangan Hari Raya atau Jaminan
Hari Tua yang dibayarkan oleh badan penyelenggara Jamsostek.

Pajak PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan ketentuan, antara lain ;

a. Jumlah penghastlan brufo sebesar Rp 25.000.060 atav kurang dari itu tidak
dikenakan pajak penghasilan .

b. Jumlah diatas Rp 25.000.060 diatur dengan ketentoan sebagai berikut:

Tabel 1. 3

Lapisan Kena Pajak Tarif Pajak
Diatas Rp 25.600.000 - Rp.50.000.000 5 %
Diatas Rp.50.600.000 - Rp.100.000.000 10 %
Diatas Rp 100.000.000 - Rp 200.000.000 15 %
Diatas Rp 200.060.0600 25%

¥ Mardiasmo .Perpajakan, Edisi Revisi 2006 { Yogyakarts, Andi, 2606), Hlm .158.



Tarif sebesar 15 % dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa
honorarium vang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI yang sumber
dananya berasal dari keuangan negera atau keuangan daerah kecuali dibayarkan
kepada PNS golongan I/d kebawah dan anggoia TINI / POLRI berpangkat

pembantu Letnan Satu kebawah atau Ajur Inspeliour Tingkat Satu kebawah.

2.2.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP )

b

Besarnya PTKP setahun yang berfaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

No. 137/PMI.03/2005 Tanggal 30 Desember 20057, adalah :

Rp 13.200.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.

Rp 1.200.000,00 tambahan untuk Wajib Pzjak vang kawin.

Rp 1.200.000,00 tambahan untuk seorarg isiri yang penghasilannya digabung

dengan penghasilan suami, dengan syarat :

a. Penghasilan istri tidak semata- mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi
kerja vang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuen dalam Undang-
Undang PPh pasal 21.

b. Pekerjaan istri tidak ada hubungannve dengan usaha atau pekerjaan bebas
suami atau anggota keluarza lainnya.

Rp. 1.200.060,00 tambahan untuk setiap anggoia keluarga sedarah dan keluarga

semenda dalam garis keturunan lurus saiy derajat seria anak angkat menjadi

tanggungan sepenuhnya ((maksimal 3 orang

¥ Tulis S. Meliala : op cit. , Him. 113.



Perhitungan PTKP ditentukan menpurut keadsan pada awal tahun pajak atau

awal bagian tahun pajak.

2.2.9 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21

L

Hak- Hak Wajib Pajak PPh Pasal 217, antera lain :

Wajib Pajak berhak meminta bukii pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong
pajak.

Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direkwr Jenderal Pajak,
jika PPh pasal 21 yang dipetong olel emoiong pajak tidak sesuai dengan
peraturan yang beriaku.

Wajib Pajak berhak mengajuken permohoran banding secara tertulis dalam
bakasa Indonesia dengan alasan yang jelns kepeda Badan Peradilan Pajak
terhadap keputusen mengenal keberatanpva vang ditelapkan oleh Direktur

Jenderal Pajak.

Kewajiban Wajib Pajak PPh pasal 2178, antara lain
Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan surat pemyataan kepada pemotong pajak
antuk menyatakan jumlab tanggungan kelvarza pada permulaan tahun takwin atau
pernulaan szat menjadi Subjek Pajak dalam negeri.
Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan sural pernyataan mengenai perubahan

jumlah tanggungan keluarga pada permulanan tahun takwin.

¥ Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi { Yogyakarta, Andi 2000), Him. 146.
¥ Mardiasmoibid., Him. 147.
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3. Wajib Pajak berkewajiban memasukan SPT Tahunam,jika memiliki penghasilan

lebih dari satu pemberi kerja.

2.2.10 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21
Hak Pemotong PPh Pasal 21¥, antara lain :

1. Pemotong pajak berhak mengajukan perraohonan perpanjangan jangka wakiu
penyampaian SPT tahuna pasal 21.

2. Pemotong pajak berhak memperhitungkan kelebiban setoran PPh pasal 21 dalam
{satu ) bulan takwin.

3. Pemotong pajak berhak membatulkan sendisi SPT atas kemauvan sendini dengan
menyampaikan pernyataan teriulis dalam jangka waktu 2 bulan sesudah saat
terctangnye pajak.

4. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direkiur
Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Kurang Bayar Tambahan, Surat Keteiapan pajak Lebih Bayar, dan Surat
Ketetapan Pajak Nihil.

5. Pemotong pajak berhak mengzjukan permohonan banding secara tertulis dalam
bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak
terhadap keputusan mengenal keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pajak.

37 Mardiasmo,Perpajakan, Edisi Revisi( Yogyakara, Andi, 2000}, Him.147.
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Kewajiban Pemotong PPh pasal 21%*, antara Jain :
Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor
Penyuluhan Pajak sstempat.
Pemotong Pajak wajib mengambil sendiri formuliz- fermuliv yang diperlukan
dalam rangka pemenuhan kewajiban perpaiakasmys pada Kantor Pelayanan Pajak
atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
Pemotong Pajak wajib menghitung, memoiong, dan menyetor PPh Pasal 21 yang
terutang untuk setiap bulan takwin.
Pemotong Pajak wajib melaporkan penveroran PPh Pasal 21 sekalipun nihil
dengan menggunakan Surat Pemberitabuan ( SPT ) Masa ke Kantor Pelayanan
Pajak atau Kantor Penyuluban Pajak setempar, selambai- lambatnya pada tanggal
20 bulan takwin berikutoyva.
Pemotong pajak PPh 21 wajib memberikan Bukii Pernotongan PPh pasal 21 baik
yarg diminta maupun tidak pada saat dilatukannya pemotorgan pajak kepada
orang pribadi bukan sebagai pegawai tetep, penerima pesangon, dan penerima
dara pensiun iuran pasti.
Pemotong pajak PPh 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 21
tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiunan bulanan dalam

janzka waktu dua bulan setelah tabun takwin berakhir.

38 Mardiasmo: op cit, , Hlm. 148.



7. Apabila pegawal tetap berhenti bekerja ataw pensiun pada bagian tahun takwin,
maka Bukii Pemotongan diberikan oleh pemberi kerja selambat- lambatnya 1
bulan setelah pegawai yang bersangkuotan bernenti.

8. Penerima penghasilan wajib menyerahkarn surat pernyataan kepada Pemotong
Pajak  PPh pasal 21 vang menyaizkar jumlah tanggungen keluarga pada
permulaan tahun takwin atau pada permulase: menjadi Subjek Pajak |

9. Untuk melaksanakan kewajinan PPh pasal 27, pemoiong Pajak PPh pasal 21 agar

menggunakan Buku Petunjuk Pemotongan PPh pasal 21.

2.31 Contoh — Contoh perhitungan PPh Pasal 2§
Skema Perhitungan pemotongan PPh pasa! 21 yang dilakukan oleh perusahaan,
adalah :

Tabel 1L}

Cara Perhitungan Penghasilan Hena Pajak Orang Pribadi
Penghasilan Teratur Rp. XXX

(Sesuai Pasal 4 Ayvat 1 UU PPh No. 17 Tebua 2000)

+/+ Penghasilan Tidak Teratur Rp. XXX
Penghasilan Bruto Sebulan Rp. XXX
-/- Biaya Jabatan (5 % x Penghasilan Sruto } Rp. BXX

Maksimum Rp. 1.296.000 / Tuhun
Maksimum Rp. 108.000/ Bulan

-/~ Pengurang yang diperbolehkan Rp. XXX

{ Sesuai Pasal 6 Ayat 1 UL PPh Mo, 17 Tahon 2000 )



Jumlah Pengurang
Penghasilan neito sebulan
Penghasilan netto setahun

( Penghasilan neto sebulan x 12 Bulan
-I- PTKP
{ Sesuai Pasal 7 UU PPh No. 17 Tahun 2000)

Penghasilan Netto setahun /PKP

PPh Pagsal 21 sebulan
{ PKP di bagi 12 bulan )

PPh Pasal 21 yang dibayarkan
( Sesuai Tarif PPh pasal 21 )

40

Rp. XXX

Rp. XXXX

Rp. 0OXK)

Rp. KKK

Rp. XXX

Rp. XXX

2.2.11.1 Conteh kasus perhitungan PPh Pasal 21 Terbadap Pegawal, Karvawan,

atau karyzwan fetap ,adalah :

Hary bekerja pada perusahaan C dergan memperoleh gaji sebulan Rp.

2.000.000 dan membayar iuran pensiun sehesar Rp. 20000, Hary berisiri, dan

belum mempunyai anak.
Perhitungan PPh pasal 21

Gaji sebulan

Rp. 2.000.000
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Potorgan
1. Biaya Jabatan (5 %x gaji sebulan ) Ry 100.000
maksimal Rp. 108.000/ bulan

maksimal Rp. 1.296.000/ tahua

2. luran pensiun Ep. 20.000 Rp. 120.000
Penghasilan Netto sebulan Rp. 1.880.000
Penghasilan Netto setahun Bp. 22.560.600
PTKP

- Untuk Wajib pajak sendiri L. 13.200.000

- Untuk wajib pajak kawin Rp_ 1.200.000 Rp. 14.460.000
Penghasilan Kena pajak setahun Rp. 8.160.600
PPh pasal 21 = 5 % x Rp. 8.160.000 Rp.  408.000
PPh Pasal 21 sebulan yang dipotong = Rp. 40€.060:12 Ro, 34.000

2.2.11.2Conteh kasus perhitungan PPh pasal 1 {erhadap penghasilan karyawati
kawin, adalah :

Marni seorang karyawati, bekerja dengan gaji sebulan sebesar Rp. 1.800.000.
Pembayaran iuran pensiun sebwnlan sebessr Kp. 50.000. Berdasarkan  Surat
Keterangan dari Pemerintah daerah tempad tinggal karyawati tersebui yang
diserahkan kepada pemaberi kerja diperoich kewrangan bahwa suaminya tidak

mempunyai penghasilan apapun, Marni beluin snempunyai anak.



Perhitungan PPh Pasal 21
Gaji sebulan
Potongan
1. Biaya Jabaian 5% x Rp.1.800.000 = Rp. 30.000
2. Iuran pensiun = Rp. 56,000
Penghasilan netto sebulan
Penghasilan Netto seiahun 12 x Rp. 1.660.00J
PTKP

- Untuk Wajib Pajak Sendiri Rp. 13.200.000

- Untuk Wajib Pajak Kawin Rp. 1.200.000
PKP setahun
PPh Pasal 21 = 5% x Rp.5.520.000

PPh Pasal 21 yang dinotong = Rp. 276.000 : 12

Rp. 1.800.000

R, 140.000

Rp. 1.660.000

Rp. 19.520.060

Ep. 14.400.000

Rp. 5.520.000
Rp.  276.000

Rp. 23.000

2.2.11.3.Contoh kasus perhitungan PPh Pasal 2% terhadap Penghasilan Pegawai

Tetap dengan Gaji mingguan ,adalah :

Ali menikah dengan saiu anak, bekerja pade perusahaan PT.C menerima gaji

mingguan Rp. 400.000
Perhitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan = 4x Rp. 400.000

Rp.  1.600.000
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Potongan

1. Biava Jabaian 5 % x Rp. 1.600.00C Ep. 80.000
Penghasilan Netto sebulan Ep. 1.520.000
Penghasilan Metto sefahun 12 x Rp.1.520.060 Fp. 18.240.000
PTKF

- Untuk Wajib Pajak Sendiri Rp. 13.200.0¢G0

~ Untuk Kawin Rp. 1.200.000

- Untuk 1 anak Ep. 1.2000% Rp.15.600.000
PEP setahun Rp. 2.640.000
PPh Pasal 21 = 5% x Rp. 2.640.000 Rp. 132.000
PPh Pasal 21 yang dipotong Rp. 132.000 :12 Rp. 11.000
PPh Pasal 21 atas gaji/ upah mingguan Rp. 11.000: 4 Rp. 2.750

2.2.11.4 Contoh kasusperhifungan PPh Fassl 21 terhadap bonorarium yang
jumlahnya tidak dibitung atas dasar baanyalmya heri vang diperlukan

untuk menyelesaikan jasa vang diberikan,adalahe

Reza seorang penceramah memberikan ceramah pada suvaiu loka karya sehari
vang diadakan oleh suatu Yayasan, dengan menerima honorarium sebesar Rp.
3.500.000.

Perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong, adalaly ;

5% X Rp.3.500.000 = Rp. 175.000



44

2.2.11.5 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Penerimaan Matura dan
Kenikmatan lainnva yang diberikan Pemberi Kerja yang bukan sebagai
Subjek Pajak, adalah :

Aman warga negara Indonesia karyawan Kedutaan Besar Negara Z,
meraperoleh gaji sebesar Rp. 2.000.000 dan boras, gula masing- masing 10 Kg dan
15 Kg perjiwa, kawin, punva satu anak. Unukmenentukan ailal vang dari natura
( beras dan gula ) dihitung berdasarkan harga nasar,

Perhitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan Rp. 2.000.000

Harga beras berdasarkan harga pasar

I Kg beras = Rp 4.500

1 Kg gula =Rp. 6.000

Beras 30 Kg x Rp. 4.500 Rp. 135.060
Gula 45 Kgx Rp. ¢.000 Rp. 270000
Penghasilan Bruto Rp. 2.405.600
Potongan

- Biaya Jabatan 5 % x Rp. 2.405.000 = Rp. 120.25G

Maksimal Rp.108.000 Rp. 108.000
Penghasilan Netto sebulan Rp. 2.297.000

Penghasilan Netto setahun 12 x Rp.2.297.00 Rp. 27.564.000
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PTKP
- Untuk Wajib Pajak sendiri Rp. 15.200.000

- Untuk Wajib Pajak Kawin Rp. .200.000

- Untuk 1 orang anak Rp. 12046000 Rp. :15.600.000
PKP setahun Rp. 11.964.000
PPh Pasal 21 setahun = 3% x Rp. 11.964.000 Rp.  598.200
PPh Pasal 21 sebulan Rp.598.200 :12 Rp. 49.850

2.12 .6 Contoh perhitungan PPh Pasal 21 atus penghasilan yang diterima oleh
perusahan distributor perusahan Multi i.evel Marketing , adalah:

Sari adalah seorang ibu rumah langga vang mempunyal 2 orang anak. la
mempunyai kegiatan MLM dari produk yamg dikeluarkan oleh: Amergo Co.Pada

bulan Maret 2G06 ia memperoleh penghasilan sz2besar Rp.20.000.600,00.

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Maret 2606 -

Penghasilan bruio Rp. 26.000.000
PTKF
-Wajib Pajak sendiri Rp. 1.100.000

(karena suami bekerja )

PEP Rp. 24.906.0600
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*h Pasal 21 yang dipotong, adalah :

5 % x Rp.24.906.000 Rp. 1.245.000

2.3 Manajemen Pajak
2.3.1 Pengertian Manajemen
Dengan pemanfaatan manajemen vapg baik dan beper  diharapkan dapat
menerapkan visi dan misi yang jelas dalam perusshaan. Pengertian Manajemen
menurut Jeff Madura dalam bukuaya Pengantar Bisais, bahwa :
“Manajemen ialah pemanfaaian manusia dan sumber — sumber lainnya dengan

. . . o 3%
cara yang terbaik untuk mencapat tujuan perusabaan™,

2.3.2 Pengertian Manajeman Pajak
Dalam praktik bisnis, umumaya pengusahs mengidentikkan pembayaran pajak
sebagai bagian dari beban yang wajib dibeyarkan kepada pemerintah sehingga ia
akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang aken dibayarakan tersebut
seminimal mungkin guna mengoptimalkan labanva. Uniuk itu diperlukan suvatu
pengelolaan kewajiban pajak dalam maiajemen scbagal suate strategi untuk
penghematan pajak yang sering di sebut Manajenen Pajak.*®

* Manajemen Pajak adalah sarana uatuk memenuhi kewajiban perpajakan
dengan benar letapi jumlah pajak yang dibavar dapat ditekan serendah mungkin

* Jeft Madura., Pengantar Bisnis, ( Jakarta : Salemba Fmpet, 2001 ), Him. 214.
" Barly Suandy .,Perencanaan pajak ,Edisi 3 ( Jakarta : Salomba Empat .2006), Hlm.6 .
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untuk  memperoleh laba dan lkwditas yang dibarapkan (Sophar
Lumbantoruan, 1996y

Dengan demikian, manajemen pajak mamiliki twjuan uniuk menerapkan
peraturan perpajakan dengan benar dan sebagal usaha efisiensi untuk mencapat
laba dan likuiditas yang seharusnya.

Fungsi- fungsi dari manajemen pajak yang dapat membaniu merealisasikan
tujuan manajemen ngjakéz, antara lain :

1. Perencanaan Pajak{ Tax Plonning }
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakaan ( Tax Jmplementation )

3. Pengendalian Pajak ( 7ax Control )

2.3.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak { Tax Plaaning )

Perencanaan merupakan salah satu fungs: dalam wanajemen dan  merupakan
proses penentuan tujuan organisasi dan kemvudian menyajikan dengan jelas strategi-
strafegi, taktik- takiik, dan operasi vag diperivkan uatok mencapai  tujuan
perusahaan secara menyeluruh. Didalam perencanaan dapat memberikan tujuan dan
arah kepada organisast untuk mengetahui apa vang akan dikerjakannya, siapa yang
mengerjakannya, dan bagaimana pengerjaanpya. Sedangkan Perencanaan Pajak
merupakan tindakan pensirukturan vang terkeit demgen konsekuensi  potensi
paizknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap trapsaksi yang ada

konsekuensi pajaknya.

1 Sophar Lumbantorvan., Akuntansi Pajak, Edisi Revisi { Jskartn 1 Gramecia Wirasarana,
1996}, Hln.423,
2 Early Suandy,Perencanaan Pajak (Edisi 3 (Jakarta: Selenba Empat,2006), Hlm. 7.
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Perencanaan pajak memiliki tujuan sebagei pengendali untuk mengefisiensikan
jumlah pajak yang akan dibayar oleh wajib pajuk dengan cara penghindaran pajak.
Dalam perencanaan pajak vang menjadi tehap awalnya adalah dengan melakukan
penghematan pajak, yaitu dengan memanfoakan peluang-peluang yang ada dalam
perpajakan serta Wajib Pajak juga haros menyelenggarakan pembukuan yang
mementthi syarat SAK bagi akuntansi dan peraturan perpajakan bagi Akuntansi

fiskalnya.

2.3.2.2 Strategi Perencanaan Pajak

Strategi perencanaan pajak vyang danai  dilakukan untuk  melakukan

penghematan beban pajak yang akan dibayar Yzdalah schagai berikut :

1.

2

Mengambil keuntungan sehesar- besarnya dort keteniuan mengenai pengecualian
dan potongan atau pengurangan yang diperienankan dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Mengambil keuntungan dan pemiliban bepruk -bentuk perusahaan yang tepat
2una menghemat pembayaran pajaknya.

Mendirikan perusahaan di satu jalur usabm sehingga dapat diatur secara
keselurubhan penggunaan farif’ pajak, potens: penghasilan, kerngian, dan aktiva
vang dapat dibapuskan.

Menyebarkan penghasilan menjadi pendapazan dari berbagai Wajib Pajak.

42

Early Suandy : op cit. Him. 125.
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5. Menyebarkan penghasilan menjadi beberap: tzhun zuna mencegah penghasilan
tersebut menjadi kategori pendapatan yang tavifriva tinggt.

6. Pelaksanaan kewajiban perpajakan

7. Melakukan pengendalian pajak dengan memastikan apakah peraturan perpajakan

telah dilaksanakan dengan cara melakukan pengecekan pembayaran pajak.

2.3.3.3 Pelaksanaan Perencanaan Pajak
Dalam pelaksansan perencanaan pajak tabap awal yang dapat dilakukan yaitu
dengan mengumpuikan dan melakukan penelitian ierhadap peraturan perpajakan
guna menyeleksi tindakan yang akan dilakukan.
Tindakan yang dapat dilakukan dalam  Perencanzan pajak  guna
mengefisiensikan beban pajak yang akan dibuzar”, dajrat dilakukan dengan cara:
1. Melakukan pergeseran
Dalam hal ini ada dua jenis pergeseran paiak vang ser:ng dilakukan , yaitu
a. Pergeseran ke depan yaitu terjadi apabila pabrikan mentransfer beban
pajaknya kepada penyalur utama, pedagang besar, dan konsumen,
b. Pergeseran ke belakang vaitu terjadi hila beban pajaknya ditransfer dari
konsumen kepada pabrikan.
2. Melakukan Kapitalisasi yaitu dengan cara melakukan pengurangan harga objek
pajak pajak dengan jumlah pajak vang akan dibayarkan kemudian oleh

pembelinya.

" Sovhar Lumbatoruan : op cit., Hln. 490,
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Melakukan Transformasi yaitn dengan cara pabrikan menanggung beban pajak

Ndd

yang dikenakan terhadapnva.
1. Melakukan Penggelapan Pajak ( fax evasior ) vaitu penghindaran pajak dengan
cara melanggar ketentuan peraivran perpajaken.

Melakukan Penghindaran pajak ( tex aveindance ) vaitu penghindaran pajak

WY
.

dengan cara mematuhi peraturan perpajakan yang ada.

2.4 Perlakuan Akuntansi PPh Pasal 21
2.4.1 Dokumen sebagai Dasar Perhifungan
Akuntansi dapat diartikan sebagai proses wniuk pengidentifikasian, pencatatan,
dan penyampaian atas pelaporan informizsi eckonomi uatuk memungkinkan
pengambilan keputusan®™. Dasarnya adalah dokiunen yang berupa kuitansi dan
lampiran- lampiran yang merupakan bukti frarsaksi dalam pembukuan peruszhaan.
Oleh karena itu, dokumen merupakan dasar pencaiatan can perhitungan  dalam
akuntansi. Apabila pencatatan tersebut tidek diseriai dengan bukti atau dokumen
yang sah maka transaksi tersebut akan dimnggep ikl Dengan demikian baik
berdasarkan akuntansi maupun perpajakan, dokumen merupakan dasar dalam
melakukan pembukuan dan tidak boleh diubak.
Menurut Undang- Undang Perpajakan Pasal 28 ayat 1 UU KUP, dokumen
pembukuan harus disimpan selama sepuluh tabun baik oleh Wajib Pajak Badan

maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Apabila pembukuan tersebur diselenggarakan

* Tulis S.Meliala : op cit., Hlm.29.
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di Incdonesia maka dokumen pembukuan tersebut tidak boleh dipindahkan dari
Indonesia

Dokumen yang dibuat harus menggunaker bahasa Indonesia, huruf latin, dan
angka arab, jika diperlukan dokumen pembukuan dapat menggunakan bahasa asing

setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan®’

L.4.2 Pemeatatan, Pelaporan dan Pembayarap

Pengertian akuntansi pajak tidak jauh berbeda dengan pengertian akuntansi
pade wmumnya. Akuntansi pajak dapat dikatukan sebagai “ suatu seni pencatatan,
pengukuran, pengikhtisaran, dan interpresizsi serta penyampaian informasi
ekonomi vang sesuai dengan SAK serta memperhatikan Undang- Undang
Perpajakan”(Meliala, Tulis.§ .,2007)"".

Perhitungan dan pencatatan mengena: ngjak penghasilan merupakan beban
vang timbul dalam akuntansi kavena diberlakukannva peraturan pajak. Oleh karena
itu, beban pajak penghasilan yang ada akan memiliki pengaruh signifikan terhadap
laba barsih perusahaan.

Dalam perhitungan PPh pasal 21 diatur bahvwa setiap pemberi kerja, perugahaan,
penvelenggara kegiatan diwajibkan melakukan pemotongan, membayarkan, dan

melaporkan sendiri pajak penghas:ilannya vang dipotong .

® UU KUP No.16 Tahun 2000, Pasal 28 Avat 4
7 Tulis S. Meliala: op cit. , Him.43.



Dalam perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 21 disampaikan melalui Surat
Pemberitahuan Pajak ( SPT ) yang memiliki hatas waktu tanggal 20 bulan takwin
sefelah masa pajak berakhir untuk SPT masa sedangkan untuk SPT tahunan batas
waktunya adalah selambatnya 3 bulan setelah akhir tabun pajak  ( biasanya ianggal
31 Maret tahun berikumya) dengan menggunakan formulir 1721, Dan dalam
penyetoran PPh Pasal 21 Wajib Pajak hotus menggunakan Surat Setoran Pajak
{ 88P) yang berfungsi sebagai bukti dan Iapcran pembayaran pajak dengan batas
waktu pembayaran atau penyetoran pajeknva tanggel 10 bulan takwin berikutnya
setelah masa pajak berakhir.

Perhitungan PPh pasal 21 tersebut dicatat keduiam akuntansi sebagai berikut :
Pencatatan yang dibuat perusahaan pada sast pembavaran gajl karvawan dan

pelaporan pajak penghasilan pasal 21 tanggal 20 bulan takwin jalah

Beban Gajl..voeeveerencnneineiecinsensons XXX
Utang PPh pasal 21 .......... . W N XXX
K8 et X%

Pencatatan yang dibuat perusabaan pad: saat melakokan pembayaran  dan
penyetoran PPh pasal 21 tanggal 10 bulan takwin bertkutnya ialah :
Utang PPh pasal 21 XHK

B et e e neensannennes JOUE
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Apabila perusahaan memberikan kebijakan mengenai pembayaran PPh pasal 21
dapat dilakukan dengan iiga cara®®, yaitu :
i. PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan
Jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan dianggung sendiri cleh karyawan itu
sehingga benar- benar mengurangi penghasilan, Maka dalam laporan keuangan
perusahaan hanya akan muncul utang PPh pasal 21 di neraca karena perusahaan
hanya bertindak sebagai pemotong ( withiolder) pada saat penghasilan karyawan

dibayarkan .

[

PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan

Jumlah PPh pasal 21 yang terutang akaa ditanggung oleh perusshaan yang
bersangkutan Pajak penghasilan ini digo:ongkan sebagai kemkmatan ( nafura )
karena bukan merupakan penghasilan bag? karyawan. Dari sisi perusahaan,
tanggungan PPh 21 ini tidak dapat dikurangkan sebagai beban dalam perhitungan
PPh pemberi kertja.

Pencatatan yang dilakukan perusahan pada saat pembavaran gaji ialah :

Beban Gajie..cveecciennnennsninne. XXX

Beban PPh 21 ditanggung......coeeevenen XXX
Utang PPh 21 083K
Y- SOOI U UUS DO P SOTUOOUUOPOPOROP: ¥

® Tulis.S. Meliala: op cit. Him. 171.
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Pencatatan vang dilakukan pemsahaan pada saat membayar pajek ialah:
Utang Pph Z1 i XXX
KaS. o eeeevereceersiccciciiieinacscnes e LK
). PPh Pasal 21 yang di tunjang oleh perusahaaa
Jumiah PPh Pasal 21 yang diberikan dalem beniuk tunjangan akan menambah
penghasilan bagi karyawan kemudian baru cikenakan PFPh pasal 21. Maka dari
sisi perusahaan pun akan dikurangkan sebegai beban dalam menghitung PPh
pemberi kerja.
Pencatatan yang dilakukan perusahaan pada seat pernbayaran gaji ialah
Beban Gajio....oiininn s XXX

Beban Tunjangan PPh 21 ... xxx

Kas. e 20
Utang Pph 21 i XK

Pencatatan yang dilakukan perusahaan pada seat membayarkan pajak ialah:
Utang PPh 21 XXK

KBS ettt hee

4.3 Koreksi Positif dan Koreksi Negatif
Laporan keuangan perusshaan merupakan dasar untuk menghitung semua
pajak yang terutang yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh

perusahaan.
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Pencatatan dan pelaporan laba kena pajak perusahaan ditentukan berdasarkan
undang- undang perpajakan vang berlalu. Naman, biasanya pajak penghasilan pada
laba kena pajak akun berbeda dengan pajat penghasilan pada laba sebelum
dikurangi pajaknya . Perbedaan pencatatan dun pelaporan dalam akuntansi dan
pajak dikelompokkan menjadi dua, vaitu prbedaan permanent ( permanent
differeces ) dan perbedaan waktu( fiming differences). Dengan adanya perbedaan
tersebut diperiukan penyesuaian- penyesuaian amara laba rugi komersil dengan laba
rugi yang diakui dalam ketentuan undang- unceng perpajakan. Pepnyesuvaien imi di
sebut dengan korekst fiskal.

Laba Rugi fiskal disusun dengan proses pesyesusian yaitu dengan melakukan
rekonsiliasi dengan ketentuan perpajakar terhadap laba rugi komersil, atas
penyesuaian terhadap pos- pos yang menyebabkan perbedaan walkin dan perbedaan
tetap antara ketentuan perpajakan dengan akurniznsi komersial. Adanya perbedaan
pengakuvan dan pengukuran penghasilan dengan bizya untuk fujuan perpajakan
perlu dilakukan pepyvesuaian dengan melakutan koreksi fiskal! atas laba rugi
komersial dengan cara melakukan perhitungan mana yang merupakan penghasilan
dan biaya yang diakui menurut pajak sehingga dapat ditentuken laba rugi fiskal

atau laba rugi menurui pajak yang merupakan desar untuk menerapkan tarif pajak.
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PERUSAHAAN DIRJEN PAJAK
Aluntansi disusun Alkuntansi disusun
Sesuai dtngzm SAK Sesuai dengin SAK dan
é Aturan Perpajzkan
Menghasilkan $
Menghasilkan
Laporan Kevangan Komersil A
Laporan Keuangan Fiskal

2.4.3.1 Perbedaan Wakiu

Perbedaan walkitu ( timing differeces) ialah perbedaan yang bersifat sementara
karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan peaghasilan dan beban antara
peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Kevangan®.

Perbedaan walktu positif terjadi apabila pengakuvan beban untuk tujuan pajak
lebih cepat daripada pengakuan beban uniuk ekuntansi. Atau untuk pengakuan
penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk akuntansi. Sebaliknya,
perbedaan waktu negatif terjadi apabila ketentusn pada perpajakan mengakui beban
lebih lambat dari pengakuan beban menurut abunansi( misal, penyisihan piuiang
atau persediaan ) sedangkan akuntansi mengekul penghasilan lebih lambat dari
pengakuan penghasilan mepurut perpajakan ( misel, penghasilan kumulatif

beberapa tahun, seperti tebusan pansiur).

Early Suandy: op coit., Hlm. £9.
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2.4.3.2 Perbedaan fetap

Perbedaan permanent ( permenent differences } inlah perbedaan yang terjadi
karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeds perhitungan laba rugi
menurnt Standar Akuntansi Keuangan tanpa koreksi dikemudian hari®®.

Perbedaan tetap dapat posiiif ( laba padz pembukuan lebik besar dari laba
fiskal) jika laba akuntansi vang diakui dalam  ketenmoan perpajakan dari relief
pajak. Sedangkan perbedaan tetap dapat pegenf jiks laba pada pembukuan lebih
rendah dari laba fiskalnya yang disebabkan adanva pengeluaran sebagai beban vang
tidak diakui menurut keteniuan fiskal. Perbedaan fetap nd iidak memungkinkan
adanya restorasi hubungan kausal aniara laba fiskal dengan laba komersil karena
tidak zkan terjadi kesmmaan laba perusahaan.

Pos- pos yang diakui untuk tujuan skumens: ietapi tidak dimasukkan dalam
perhitungan kena pajak®, antara lain :

Bantuan atau sumbangan atu harta hibah;
.. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atan jasa yang diterima
atau diperoleh dalam bentuk natura atau keaikinatan;
Penerimaan pembayaran dari perusahaan asuransi;
Deviden atau bagian laba yang diterima stav diperoleh PT sebagai wajib pajak

dalam negeri dan penyertaan modal pada badan usha vang didirikan di Indonesia;

" Early Suandy: op cit., Him. 89.
“Tulis.S. Meliala: ibid |, Him. 46,
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Dengan adanya kedua perbedasn tersebat, maka harus dilakukan koreksi
kembali baik koreksi positif maupun koreks: regatif.
Pengeluaran/ Beban yang perlu dilakukass koreksi fiskal positif karena tidak
dapat dikurangi dari penghasilan brutenyaﬁz, meliput
1. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apepun seperti deviden yang dibayarkan

oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hastl usaha

koperasi;

2. Biava yang dibebankasn untuk kepentingan pribadi para pemegang saham, sekutu,
anggota;

3. Pembentukan dana cadangan kecuali cadangan piuiang tak tertagih untuk usaha

bank, maksimum 3% dari rata- rata saldo awal dan saldo akhir piulang;

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakasn, asuransi jiwa, asuransi dwiguna,
dan asuransi beasiswa yang dibayarkan olen Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali
jika dibayarkan oleh pihak pemberi keria dan premi tersebut dihitung sebagai
hasil bagi Wajib Pajak yang bersangkutan:

5. Penggantian/ imbalan sehubungan dengan seherjaans jasa yang diberikan dalam
bentuk natura dan  kenikmawan kecuali dserah terpencil, berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan berupa sarana dan fasilitas di lokasi bekerja untuk tempat
tinggal termaksuk perumakbian bagi karyawan dan keluarganya;

Harta yang dihibahakn atau sumbangan den warisan,

N

7. Pajak Penghasilan;

2 Early Suandy: op eit. ,Hlm.90.



Pendapatan yang perlu dikoreksi akibat tidak ditambahkannya dengan
penghasilan lainnya™, meliputi :

Bantuan sumbangan, termaksuk zakat vang diterima oleh badan amil zakat yang
dibentuk dan disahkan oleh Pemeriniah dan pera penerima zakat vang berhak;
Harta hibahan yang diterima oleh badan kzagamaan, pendidikan, dan badan
sosial, atau pengusaha kecil termaksuk Koperasi yang ditetapkan Menteri
Keuangan;

Warisan;

Harta termaksuk setoran tunai yang diterima «leh badan scbagai pengganti saham
atau sebagal pengganti penvertar modal;

Bunga yang berasal dari deposito, baik vang ditempatkan didalam negeri maupun
luar negari melalui bank vang didirikan i Indonesia termaksuk jasa giro serta
Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;

Penghasilan vang berasal dari penjualan sabera pendiri dan buken pendini di
Bursa Efek;
Iuran yang diterima dana pensiun yang pendirisnnya telah disashkan MenKeu;
Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksaduna selam 5 tahun pertama sejak

bediri perusahaan atau pemberi izin usaha;

Early Suandy : op cit., Hlm. 92.
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Penghasilan yang diterima perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari

pasangan ussha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia dan

keuntungan dengan syarat:

a. Merupakan perusabaan kecil, vang venjualan bersihnya tidak melebihi
Rp. 5.000.000.000

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Eiek di Indemesia.

. Penghasilan yang berasal dari penjualan sanarg pendiri dan bukan pendiri di

Bursa Efek;

.. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/ grosir

L

b

tepung terigu dan gula pasir di Bulog:

. Penghasilan atas penjualan hasil produksi industr rokok putih dan kretek didalam

negeri;

. Penghasilan vang diterima schubungan dengan usaba schagai penyalur/

distrioutor rokok dari pabrik rokok;



